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Penelitian ini bertujuan adalah untuk menjelaskan mengenai implementasi pengelolaan barang 
sitaan negara oleh rupbasan atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di rupbasan 
purbalingga dan juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam 
pengelolaan barang sitaan negara oleh rupbasan atas tindak pidana pencurian kendaraan 
bermotor di rupbasan purbalingga serta upaya-upaya penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. 
Lokasi penelitian di Rupbasan Purbalingga. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian 
kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca. 
 
Kata Kunci: pengelolaan, benda sitaan, rupbasan, pencurian, kendaraan bermotor. 
 
Abstract 
This study aims to explain the implementation of the management of state confiscated goods by 
the General Meeting of Shareholders for the crime of theft of motor vehicles at the Purbasan 
Purbalingga and also aims to determine the obstacles that arise in the management of state 
confiscated goods by the General Meeting of Shareholders for the crime of motor vehicle theft at 
the Purbasan Purbalingga. and efforts to solve them. This research is a type of research that is 
descriptive in nature and uses an empirical juridical research approach. The research location is 
in Rupbasan Purbalingga. The types of data used are primary data and secondary data and 
analyze the data with qualitative analysis methods in the form of sentence descriptions that are 
easily understood by readers. 
 
Keywords: Management, confiscated objects, rupbasan, theft, motorized vehicles. 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah 
penyimpanan benda sitaan negara dan ayat (2) menjelaskan bahwa Penyimpanan benda sitaan 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang 
berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di 
larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. 
Kemudian hal yang sama disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan 
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Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1 
Butir 1 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah 
tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. 
Kepala Rupbasan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan benda sitaan 
karena wewenang yang diberikan undang-undang sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yang berbunyi: Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala 
Rupbasan. Selanjutnya di pertegas dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kementrian Hukum dan 
Hak asasi Manusia Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara 
dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara disebutkan 
bahwa :Kepala Rubasan bertanggung jawab atas keamanan barang sitaan dan barang rampasan 
pada Rumah Benda Sitaan Negara. Dalam hal keamanan yang dimaksud pada Pasal tersebut 
dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2), Pengamanan terhadap barang sitaan dan barang rampasan 
dilakukan dengan cara : 
1) Mencegah terjadinya pencurian dan penjarahan; 
2) Mencegah terjadinya perusakan; 
3) Mencegah terjadinya penukaran; dan 
4) Mencegah keluarnya barang sitaan dan barang rampasan secara illegal; 
Oleh karena itu kepala Rupbasan memiliki tanggung jawab yang besar atas Barang Sitaan 
dan Barang Rampasan pada Rupbasan. 
Akan tetapi dengan semakin banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang 
mengharuskan penyidik untuk mengungkap tindak pidana pencurian seringkali menyita 
kendaraan baik itu dalam kondisi utuh mapun sudah di bongkar perbagian. Hal ini menjadi 
masalah ketika penumpukan benda sitaan sebagai objek kejahatan tersebut yang pada praktiknya 
di lapangan tidak jarang terjadi benda-benda sitaan yang disimpan untuk keperluan peradilan 
rusak ataupun hilang ketika disimpan pada Rupbasan, tentu saja hal ini terjadi karena suatu dan 
lain hal yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat, bisa saja karena kurang baiknya 
pemeliharaan benda-benda sitaan pada Rupbasan ataupun dapat juga berupa penyalahgunaan 
barang bukti yang digunakan bukan untuk kepentingan peradilan. 
Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini pertama, Bagaimana mekanisme pelaksanaan 
pengelolaan benda sitaan negara atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Rumah 
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Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Purbalingga. Kedua, Kendala-kendala apakah 
yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara atas tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Purbalingga 
dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya. 
Penelitian ini bertujuan adalah untuk menjelaskan mengenai implementasi pengelolaan 
barang sitaan negara oleh rupbasan atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di rupbasan 
purbalingga dan juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam 
pengelolaan barang sitaan negara oleh rupbasan atas tindak pidana pencurian kendaraan 
bermotor di rupbasan purbalingga serta upaya-upaya penyelesaiannya. 
 
2. METODE  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan 
penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian di Rupbasan Purbalingga. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif 
berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1.Mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara atas tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) 
Purbalingga. 
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah tempat benda-benda yang harus 
disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan disita/dirampas 
berdasarkan putusan pengadilan. “Selain itu Rupbasan sendiri sangat penting keberadaannya 
untuk menjamin HAM atas kepemilikan benda yang disita”.
1
 “Penyimpanan benda sitaan dalam 
Rupbasan juga dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan secara psikologis juga 
untuk memberikan rasa aman bagi pemilik benda tersebut, baik benda milik terdakwa maupun 
milik korban kejahatan atau pihak ketiga”.
2
 
                                                             
1
 Hasil wawancara dengan kepala Rupbasan Bapak Tri Agung Arianto A.Md.I.P., S.H., M.Hum., M.Kn, Kantor 
Rupbasan Purbalingga,  tanggal 1 juni 2021. 
2
 Zaky Aulia Rahman, 2018,  Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, E-jurnal: 
Spirit Pro Patria, Vol. IV No. 2, September 2018, Hal. 195. 
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Kemudian “Mengenai mekanisme pengelolaan benda sitaan atas tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor di Rupbasan Purbalingga sama dengan benda-benda yang lain tidak 
dibedakan. Ketika ada benda masuk dari Rupbasan kemudian mengecek kelengkapan dan 
kondisi, setelah itu petugas Rupbasan merawat”.
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Bahkan Rupbasan Purbalingga telah mengembangkan aplikasi berbasis IT yang di beri nama 
Sijakatarub, aplikasi ini merupakan aplikasi alternatif yang terintegrasi dalam pengelolaan 
Basan. 
Pengelolaan benda sitaan yaitu suatu proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang merupakan 
suatu sistem dimulai sejak penerimaan sampai proses pengeluaran benda sitaan. 
3.1.1 Penerimaan benda sitaan negara 
Penerimaan benda sitaan negara yang akan disimpan di Rupbasan Purbalingga diterima oleh 
petugas penerima. Terhadap Benda sitaan yang diterima oleh petugas penerima, benda sitaan 
wajib diperiksa terlebih dahulu kelengkapan surat-surat benda sitaan. 
3.1.2 Penelitian benda sitaan negara 
1) Melakukan penelitian, penilaian, pemerikasaan dan penaksiran tentang keadaan jenis, mutu, 
macam, dan jumlah dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan. 
2) Melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran dalam ruangan khusus. 
3) Melakukan pemotretan terhadan basan baran tertentu untuk kelengkapan alat bukti 
4) Membuat berita acara penelitian. 
3.1.3 Pendaftaran benda sitaan negara 
1) Meneliti kembali sah tidaknya surat-surat penyitaan atau surat penyerahan beserta berita acara 
penelitian dan mencocokan dengan Basan baran yang bersangkutan. 
2) Untuk mendaftar atau mencatat Basan Baran disediakan buku register 
3) Petugas pendaftaran mencatat Basan Baran dalam buku Register yang sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan, mengisi label yang ada pada tingkat barang bukti tersebut kemudian disegel.  
4) Menyerahkan basan baran kepada tugas penyimpanan. 
3.1.4 Penyimpanan benda sitaan negara 
                                                             
3
 Hasil wawancara dengan kepala Rupbasan Bapak Tri Agung Arianto A.Md.I.P., S.H., M.Hum., M.Kn, Kantor 
Rupbasan Purbalingga,  tanggal 1 juni 2021. 
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Penyimpanan ini sebagai tindak lanjut dari proses pendaftaran, setelah administrasi benda sitaan 
sudah selesai didaftarkan selanjutnya benda sitaan disimpan pada gudang penyimpanan namun 
tidak dikategorikan sesuai jenis barang. 
3.1.5 Pemeliharaan benda sitaan negara 
Pemeliharaan benda sitaan merupakan serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan 
peralatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar (fungsional dan 
kualitas) di Rupbasan Purbalingga sehingga keutuhannya, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan 
kuantitasnya tetap terjamin. Pemeliharaan barang di Rupbasan Purbalingga dilakukan dua kali 
dalam seminggu. 
3.1.6 Pemutasian benda sitaan negara 
Pemutasian merupakan kegiatan pemindahan benda sitaan dan rampasan negara secara 
administratif maupun fisik untuk kepentingan proses peradilan sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan. Meliputi: 
1) Mutasi Administratif 
2) Mutasi Fisik 
3.1.7 Pengeluaran benda sitaan negara 
Pengeluaran merupakan serangkaian kegiatan penyerahan barang sitaan dan barang rampasan 
negara dari Rupbasan Purbalingga kepada pihak yang bersangkutan baik sebelum adanya 
putusan pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap. 
Kemudian pelaksanaan pengeluaran di Rupbasan Purbalingga hanya perlu datang ke Rupbasn 
dengan membawa surat putusan dari pengadilan yang telah berkekutan hukum tetap dengan 
didampingi oleh jaksa, datang sendiri ataupun keluarga dari pihak yang bersangkutan 
3.1.8 Pengamanan dan penyelamatan benda sitaan 
Pengamanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah adanya gangguan dan 
ancaman terhadap keutuhan benda sitaan dan rampasan negara baik dari luar maupun dari dalam 
Rupbasan Purbalingga. Sedangkan penyelamatan merupakan kegiatan yang dilakukan agar basan 
dan baran tidak rusak atau lenyap yang disebabkan oleh faktor manusia atau alam. 
Dikembangkan juga pengamanan yang disebut Sitrolling, Sitrolling ini menjadi salah satu 
fasilitas pengaman berbentuk barcode yang di tempelkan pada setiap bagian ruangan yang 
nantinya petugas penjagaan harus menscannya ketika mereka melakukan pengamanan atas basan 
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dan baran di Rupbasan Purbalingga. Dengan begitu pengamanan benar-benar dilakukan oleh 
para petugas jaga. 
3.1.9 Pelaporan 
Pelaporan merupakan penyampaian perkembangan dari suatu kegiatan mengenai segala hal yang 
berkaitan dengan kegiatan tugas dan fungsi dari bawahan ke pejabat yang lebih tinggi. 
3.2.Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara atas 
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara (RUPBASAN) Purbalingga dan upaya penyelesaiannya. 
Rupbasan Purbalingga dalam menjalankan peranannya mengelola benda sitaan negara bukannya 
tanpa kendala. Kendala merupakan sesuatu yang dapat menghambat kemajuan atau pencapain 
suatu hal. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan kendala-kendala yang meliputi: 
3.2.1 Kendala Internal 
Kendala internal merupakan hambatan yang timbul dari dalam lingkungan lembaga Rupbasan 
Purbalingga sendiri, yang meliputi: 
3.2.1.1 Dari sudut kualitas dan kuantitas masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) 
pegawai dalam mengelola benda sitaan. 
1) Dari sudut kualitas, tenaga pegawai yang ditempatkan di Rupbasan Purbalingga ada yang 
tidak paham mengenai aturan mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara. 
2) Dari sudut kuantitas, pegawai Rupbasan sekarang baru ada 17 orang, yang meliputi: 1 (satu) 
Kepala Rupbasan, 1 (satu) Ka. Subsi administrasi dan pengelolaan, 1 (satu) Bendahara, 1 
(satu) PPABP, 1 (satu) Staff Keuangan, 4 (empat) Staff Keamanan, 5 (lima) Staff basan dan 
baran, 2 (dua) Staff Kepegawaian, 1 (satu) Staff umum. 
3.2.1.2 Kendala ekternal 
Kendala eksternal merupakan hambatan yang timbul dari luar lingkungan lembaga Rupbasan 
Purbalingga, yang meliputi: 
1) Masih ada benda sitaan kendaraan bermotor atas tindak pidana pencurian yang sudah 
bertahun-tahun di Rupbasan dan benda tersebut belum juga di eksekusi yaitu berupa sepeda 
motor Suzuki Satria FU. Hal tersebut menyebabkan bertambahnya biaya pemeliharaan atau 
perawatan benda sitaan. Karena seharusnya benda sitaan tersebut sudah tidak berada di 
Rupbasan Purbalingga lagi namun belum kunjung di eksekusi, sehingga menambah 
pekerjaan petugas pemelihara. 
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2) Keberadaan dan fungsi Rupbasan Purbalingga belum terlalu diketahui oleh masyarakat. 
Kurangnya informasi masyarakat Purbalingga terhadap pengelolaan benda sitaan negara, 
masyarakat kurang peduli mengenai bagaimana kelanjutan proses yang terjadi setelah pihak 
yang berwenang menyita barang milik masyarakat. 
Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan menjadi suatu persoalan 
yang harus ditindaklanjuti oleh Rupbasan Purbalingga dalam menjalankan tugasnya. Agar 
pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang 
berlaku maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. 
3.2.2 Upaya yang dilakukan Rupbasan Purbalingga untuk mengatasi hambatan dalam 
pengelolaan benda sitaan. 
Rupbasan Purbalingga di dalam melaksanakan pengelolaan benda sitaan masih mengalami 
hambatan, baik itu hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan tersebut 
merupakan suatu tantangan bagi Rupbasan Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya. Oleh 
karena itu hambatan tersebut harus segera diatasi agar peranan Rupbasan Purbalingga sebagai 
tempat penyimpanan benda sitaan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. 
1) Terbatasnya sumber daya manusia dari sudut kualitas dan kuantitas, tentu harus ada 
pengembangan bagi pegawai. Sehingga, pekerjaan yang akan dilaksanakan menjadi suatu 
profesi berdasarkan kompentensinya. 
2) Masih ada benda sitaan kendaraan bermotor atas tindak pidana pencurian yang bertahun-
tahun di Rupbasan. Upaya yang dilakukan oleh Rupbasan Purbalingga ialah berupaya untuk 
melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar benda sitaan tersebut segera di eksekusi. 
3) Keberadaan dan fungsi Rupbasan Purbalingga yang belum terlalu diketahui oleh masyarakat. 
Rupbasan Purbalingga telah berusaha memberikan informasi tentang pelaksanaan 
pengelolaan Basan dan Baran di Rupbasan Purbalingga melalui teknologi informasi yaitu 




Pertama, Pengelolaan barang sitaan negara oleh Rupbasan atas tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor di Rupbasan Purbalingga meliputi sejak barang masuk ke dalam Rupbasan 
yaitu pertama, penerimaan barang sitaan negara di Rupbasan. Setelah melalui proses penerimaan, 
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maka selanjutnya adalah penelitian dalam proses ini dilakukan penilaian, pemerikasaan dan 
penaksiran tentang keadaan jenis, mutu, macam, dan jumlah barang yang akan disimpan di 
Rupbasan. Setelah proses penerimaan dan penelitian dilakukan proses pendaftaran, dibuat dalam 
berita acara dan dicatat dalam buku register. Kedua penyimpanan, sebagai tindak lanjut dari 
proses pendaftaran, setelah administrasi benda sitaan sudah selesai didaftarkan benda sitaan di 
simpan pada gudang penyimpanan sesuai dengan jenis benda yang telah di kategorikan. Ketiga 
pemeliharaan, dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barang tersebut, baik jenis, 
macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya terjamin. Pemutasian, pada tahap ini dilakukan 
pemindahan benda sitaan negara secara administratif maupun fisik untuk kepentingan proses 
peradilan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Selanjutnya adalah pengamanan dan 
penyelamatan, pengamanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah adanya 
gangguan dan ancaman terhadap keutuhan benda sitaan dan rampasan negara baik dari luar 
maupun dari dalam Rupbasan Purbalingga. Sedangkan penyelamatan merupakan kegiatan yang 
dilakukan agar basan dan baran tidak rusak atau lenyap yang disebabkan oleh faktor manusia 
atau alam. Kemudian tahap terakhir adalah pengeluaran, kegiatan penyerahan barang sitaan 
negara baik sebelum adanya putusan pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan 
yang kekuatan hukum tetap. 
Kedua, Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara 
atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Rupbasan Purbalingga meliputi kendala 
intern dan kendala ekstern. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pegawai untuk melakukan tugas pengelolaan 
benda sitaan dan barang rampasan negara yang dipandang dari sudut kualitas maupun 
kuantitas. 
2) Masih ada benda sitaan kendaraan bermotor atas tindak pidana pencurian yang sudah 
bertahun-tahun di Rupbasan. 
a. Keberadaan dan fungsi Rupbasan Purbalingga belum terlalu diketahui oleh masyarakat. 
Ketiga, Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan 
pengelolaan benda sitaan negara atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Rupbasan 
Purbalingga adalah sebagai berikut: 
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a. Terbatasnya sumber daya manusia dari sudut kualitas dan kuantitas, tentu harus ada 
pengembangan bagi pegawai. Sehingga, pekerjaan yang akan dilaksanakan menjadi suatu 
profesi berdasarkan kompentensinya. 
b. Masih ada benda sitaan kendaraan bermotor atas tindak pidana pencurian yang bertahun-
tahun di Rupbasan. Upaya yang dilakukan oleh Rupbasan Purbalingga ialah berupaya untuk 
melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar benda sitaan tersebut segera di eksekusi. 
c. Keberadaan dan fungsi Rupbasan Purbalingga yang belum terlalu diketahui oleh masyarakat. 
Rupbasan Purbalingga telah berusaha memberikan informasi tentang pelaksanaan 
pengelolaan Basan dan Baran di Rupbasan Purbalingga melalui teknologi informasi yaitu 
website Sijakatarub.id, Channel Youtube, Facebook. 
4.2. Saran 
Pertama, Mengenai ketentuan hukum tentang pelaksanaan pengelolaan barang sitaan negara di 
Rupbasan dinilai sudah baik, yang menjadi perhatian untuk kedepannya adalah penerapan 
ketentuan di lapangan agar di jalakan dengan semestinya. 
Kedua, Meningkatkan sumber daya manusia baik itu kualitas dan kuantitas di Rupbasan 
Purbalingga sehingga nantinya Rupbasan Purbalingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 
Karena sumber daya manusia dalam mengelola benda sitaan negara di Rupbasan dirasa kurang. 
Ketiga, Perlu adanya sosialisasi melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pihak 
Rupbasan Purbalingga kepada masyarakat terkhususkan wilayah Purbalingga, mengenai peran 
dan fungsi Rupbasan Purbalingga sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara. 
Keempat. Pengelolaan basan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan mitra 
lainnya lebih ditingkatkan lagi tidak hanya kejaksaan saja yang di jadikan prioritas. 
4.3.Persantunan 
Saya mengucapkan banyak terimakasih dan karya ilmiah ini akan saya persembahkan kepada 
pertama, kedua orang tua saya yang selalu memberikan segala dukungan serta do’a yang terbaik 
untuk diri saya. kedua, kepada dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan arahan 
dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan kepada saya sehingga karya ilmiah ini dapat 
terselesaikan. ketiga, kepada seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya 
kepada saya dalam perkuliahan.keempat, kepada semua pihak yang telah mendukung skripsi 
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